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TENTAI{(-}

PENETAPAN DESA PA.SIR PANJANG KECAMATAN ARUT SELATAN SEBAGAIDESA BERSIH NARKOBA DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021

Menimbang

Mengingat 1

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

a. bahwa berdasarkan peraturan l,Ienteri Dalam Negeri Nomor12 Tahun 2o1g tentang Fasilitasi pencegahan dan
Pemberantasan_ penyalahgunaan dan peredaran Gelap
Narkotika dan Prekursor Narkotika pasal 2 ayat (7) bahwa
pelaksanaan fasilitasi Pencegahan Dan pemberantasan
Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan
Prekursor Narkotika di Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa;

b. bahwa Desa sebagai garda te:depan untuk mewujudkan
lndonesia yang bersih dari pen5,alahgunaan narkoba maka
perlu ditetapkan Desa Bersinar (Bersih Narkoba) dimana
program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan
dan Peredaran Geiap Narkotika dan Prekursor Narkotika
(P4GN) dilaksanakan secara masif;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu rnenetapkan Keputusan
Bupati tentang Penetapan Desa Pasir" Panjang Kecamatan
Arut Selatan sebagai l-lesa Bersih Narkoba di Kabupaten
Kotawaringin Barat.

2

3

undang-undang Nonnor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undan[_Unrlang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
pembentukan Daerah ringkat Il di Kalimantan (Irmharen

i;a;-ilpiurit l"donesii rahun 1es3 Nomor 9) sebagai

Unclang-Undanr (Lentba;"an 
- 

Negara Republik Indonesia

Tahun 1959 Notot 72' Tarnbahan l'embaran Negara

Republik lndoiresia Nomor 1820);

Undang-Untlang Nomor ?,5 lahun 20O9 tentang Narkotika

(l.,embaran Negara Rep"ublik Intlonesia Tahun 2OO9 Nomor

143, Tambalran lrmuaran Negara Nomor 5062);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa

(tembaran N.g"* R;p;irut r"a"nesia Tahun 2ol4 Nomor 7'

Tambahan tembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5a95);

a



a

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2or4 ientang
Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesii
Tahun 2OI4 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor sssz) sebasaimana telah diubatr
beberapa kali terakhir ctengan (Jndang-undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang
Nomor 23 Tahun 2,014 tentang pemerintahan
Daerah(L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor Sg,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
'2014 Nomcr 5679);

5. Peraturan Pemerintah I'lomor 40 Tahun 2013 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Norrior 35 Tahun 2OOg tentang
Narkotika (Lembalan Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 96, Tambahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nrrmor 5a 19) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2Ol4 tentang
Peraturan Pelaksanaarr Undarg-Undang Nomor 6 tahun
2Ol4 tentarrg Desc (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Al4 Nomor 213, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia lrlomor 5539); sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemer:ntah
Nomor 11 Tahun 2O\-9 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 Tentang
Peraturan Pelaksanaarr U:rdang-(.)ndang-Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol9 Nomor 41 , Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Intlonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Perrenntah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Berstrmber dari Anggaran Pendapatan dan
Betanja Negara (l,embarart Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol4 Nomor 168, Tambahan lrmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Pcmerintah Nomor B

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2ol4 tentang Dana Desa yang

Bersumber dari Anggalan Pendapatatr dan Belanja Negara

(l.embaran Negara RipuL',tik Indo,esia Tahun 2OL6 Nomor

b7, Tambahan-lembaian Negara Republik Indonesia Nomor

586a);

8'PeraturanFresidenNomor23T.ahun2010tentangBadan
Narkotika Nasional (lrmbaran Negara Republik Indo,esia

Tahun2olgNomot'izslseuagainrana..:l.hdiubahdengan
peraturan n.u"ia"r., Nomor +7T"atrun 2019 tentang Penrbahan

Atas p"r.triJ-'*-nesiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang

BadarrNart.o,"it.aNasional(L.embaranNegaraRepublik
lnJonesla TalTun 2Al9 Nomor 128);

g. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2ol5

tentang P";;;;dkan Produk frukum Daerah (Berita Negara

RepubtiklndoncsiaTahuni\cmor2035)sebagaimanatelah
diubah d.;;"p;;"t"r^., rrr""i"ri orr"* Negeri Nomor 120

Tahun2olStentangp"*u.r,,,,AtasPeraturarrMenteri
Dalam r,{"glri Nomor-8O 'ratrun 2015 tentang-f:*P"ltYIT
produk H"r.,"*-o"erah tgerita Negara Republik Indonesta"

Tahun 2018 Nomor 157i;



-

'o ;;'Tx;ix Y;1T"[,.,p#;]r"u:.1 Repubrik rndonesia NomorNesa ra R ep u 0ril,, jrl,,3,ffi i:: ;;;,5 rm ::i ;. # d".T,,,I I ' Peraturan Me1leri oaranr 
I-"*= Reprrbrik-Indonesia NomoriSr#?ffi 2o1s -;;;;""s 

.as,iiasi-"^r.n..gahan 
dan

il1ffi :#ffihb]fi,ff l?:r.,$"r.:,"t**:n-:*r
12' peratur" 

?1:r1h Kabupatll Kotawaringrn Barat Nomor 6Tahun 2016 tentang t#ilentut.un a"rr- s,.*.,nan perangkatDaerah Kabupate, xota*a.ingin B;i li.*u*.r, DaerahKabupaten Kotawanngii ;"fii' ffi;; t^roru 
Nomor 6,I:H::?il Lemba.an 

-u-#.ar, 
x",u, p"i.il'Kotawari ngi n Barat

13. Peraturan D11ah Kabupatel Kotlwa.ringin Barat Nomor1 'lahun 2}lg t.",""g !oi,
IgXliT"Tf,T'ff"Iff 

,l;t"*,":"?-"",?mffi,ffi,;

14' Peraruran Daerah Kahupaten Kotawaringin Barat Nomor 10tahun 20rg_tenta,g rembentukan prodirk Hukum Daerah(Lembaran n1e1a!. rou,-,p"t.r, Kotawaringin Barat Tahun2ol9 Nomor 10, r'a.r,tatria, Lembaran oiu."r, KabupatenKotawaringin Barat No.nor 9g);
15'Peraturan Bupati Kotawaringirr Barat Nomor ss Tahu,2oL7 tentang Kedurrukan, susunan organisasi, Tugas pokokdan Fungsi Dinas pemterday""" rrl?"yrllr.", dan DesaKabupaten Kotawaringin Barat (tserita baerah KabupatenKotawaringin Barat Tahun ZOIT Nomo. SSt. 

-

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSI(AN

Menetapkan Desa Pasir F'anjang Kecamatan Arut selatan
sebagai Desa Bersih Narkcba cli Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2021.
Desa Bersih Narkoba bertujuair untuk meningkatkan
pendampingan masya.rakat di Desa dalam penyelenggaraan
fasilitasi Desa Bersih Narkoba yang dikelola secara partisipatif,
terpadu dan berkelanjutan dengan berbasiskan pendayagunaan
sumber daya di Desa.

Kegiatan-kegiatan yang diiaksanakan untuk mewujudkan Desa
Beroih Na,rkobo. yaitu ;

1. Melaksanakan Komunlkasi, Informasi dan Edukasi
Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba kepada seluruh unsur
masyarakat dengan cata :

a. KIE indrvidu atau kunjungarr ke rumah-rumah sasaran;
b. KIE kelompok dengan memanfaatkan forum-forum sosial

(pengajian, arisan, kegiatan Posyandu dan lain-lain);
c. KIE massa derrgan memanfaatkan media konvensional,

hiburarr ralqyat, pagelaran seni dan lain-lain.

I



KEEMPAT

KELIMA

2 ' Melakukan 
-ftqr",lt - 

pembent-ukan Rerawan Anti Narkobadan penggrar Anti rvi.-rioia. a".i ,r;;;;asyarakat Desayang ditetapkan oreh K;t* f)esa dengan tujuan untukmenggerakkan masvarakai Dr"r dJ;;?r;r berperan aktifdalam upal? 
:ogN. sehingga diharipr<"i?r,r"ul penggiat_

Penggiat Anti Narkoba.
3. Mendorong 

.terbentuknya Intervensi Berbasis Masyarakat
yaitu serangl<aian kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat
terhadap korban penyalahgunaan narkotika dengan
memanfaatkan potensi dan sumber. daya masyarakat
setempat dimulai dari pemetaan wilayah, penjangkauan,
intervensi pemantauan hingga pendampingan melalui
pendekatan kearifan lokal.

Segala biaya yang tirr^bul akibat di.tetapkannya Keputusan
Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Pasir Panjang Tahun Anggaran 2021 dan sumber-sttmber
lain yang sah tidak mengikat.
Keputusan Bupati ini mulai Oerlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal lq Male t :lll!
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